PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

DINAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perubahan
jumlah besaran organisasi dapat dilakukan setelah organisasi
perangkat daerah ditetapkan paling kurang 1 (satu) tahun,
meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan
organisasi perangkat daerah berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja;

. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi,

yang telah membatalkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, yaitu meniadakan pengelolaan dan penyelenggaraan
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf
Internasional (SBI) pada jenjang Pendidikan Dasar dan
Menengah, perlu dilakukan penyesuaian di bidang pendidikan
dasar serta bidang pendidikan menengah dan tinggi pada Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

. bahwa untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendapatan, serta untuk menyeimbangkan beban kerja pada
tiap bidang dan seksi, perlu dilakukan perubahan nomenklatur
bidang dan seksi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 55);
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10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012

tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengenai Bagan Struktur
Organisasi Dinas, diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan,
diubah sebagai berikut :

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
terdiri atas :

a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan :
1) Subbagian Perencanaan dan Program;
2) Subbagian Keuangan; dan
3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
1) Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
2) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
dan
3) Seksi Pembinaan Sekolah Swasta.

d. Bidang  Pendidikan Menengah dan  Tinggi,
membawahkan:

1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
2) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan

3) Seksi Pembinaan Sekolah Swasta dan Kerjasama
Pendidikan Tinggi.



